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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 1594/HK.03.1-

Kpt/3525/KPU-Kab/X11/2020 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DESA GOLOKAN KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK UNTUK

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020 ATAS NAMA SITI UMARIAH.

ABSTRAK :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 112 ayat (4b) PKPU Nomor 8
Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gresik Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa
Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Gresik Tahun 2020 Atas Nama Siti Umariah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 6938); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Rl Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Rl Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5859);
UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Rl Tahun
2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Rl Tahun
2017 Nomor 1498); PKPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan



Kabupaten/Kota (Berita Negara Rl Tahun 2015 Nomor 1911); PKPU Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Rl Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Rl Tahun 2020
Nomor 1763); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Rl
Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor
15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Rl Tahun 2020 Nomor
615).

Memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-
Kpt/01/KPU/VI1/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode
Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan atau Pakta Integritas Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan, Anggota Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara; Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor
115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI1/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-
Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 64/HK.03.1-
Kpt/3525/KPU-Kab/I111/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota
Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor
166/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/V1/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 64/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-
Kab/111/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan
Suara di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Gresik Tahun 2020; Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran
Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Nomor
281/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/XI/2020, tanggal 25 November 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor
1594/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/XI1/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Memberhentikan Tetap Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Golokan
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Gresik Tahun 2020 atas nama Siti Umariah;



Pemberhentian tetap merupakan sanksi pelanggaran kode etik, kode perilaku,
sumpah/janji dan/atau pakta integritas Penyelenggara Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

CATATAN: -  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Desember 2020.



